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BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR ©/' TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

memberikan perlindungan terhadap terjadinya
bencana kepada segenap warganya dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana

diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli

memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan
demografi yang rawan terjadinya bencana, baik

disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam

maupun oleh  perbuatan manusia

menyebabkan kerusakan lingkungan kerugian
harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa

yang keadaan tertentu dapat menghambat

pembangunan di daerah;

¢. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam
upaya penanggulangan bencana secara terencana,

terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Tapanuli

Utara, diperlukan pengaturan .

penanggulangan bencana daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,

perlu membentuk Peraturan Daerah

Penanggulangan Bencana Daerah;

a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawéb

mengenai




Mengingat:

4

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1936 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara jo undangh-undang nomor 15
tahun 1964 tentang pembentukan kabupaten dairi
jo.undang-undang nomor 12 tahun 1998 tentang
pmbentukan kabupaten daerah tingkat I toba
samosir dan kabupaten daerah tingkat I
mandailing natal, jo undang-undang nomor 09
tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten nias
selatan, kabupaten pakpak barat dan kabupaten
humbang hasundutan di propinsi sumatera utara,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang ‘Nomor 9 Tahun
7015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4828),;




6, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

n dan Pengelolaan Bantuan

n Negara Republik Indonesia

tentang Pendanaa

Bencana (Lembara
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008

tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Asing Non Pemerintah ~ Dalam
(Lembaran Negara

Lembaga
Penanggulangan Bencana
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran

Utara

Utara

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 'PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

BAB ]
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden ’Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.



10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1943.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang mémimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.

Badan Nasional penanggulangan bencana yang selanjutnya
disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang
dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh
pemerintah sebagi badan yang berwenang menyelenggarakan
penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah badan penanggulangan bencana daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.

Lembaga Usaha adalah s
a Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara

etiap badan hukum yang dapat

berbentuk Badan Usah

Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-
tap dan terus menerus yang bekerja dan
publik

undangan yang menjalankan

]
jenis usaha te

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Re

Indonesia.

pendidikan adalah wadah pelaksanaan proses belajar

Lembaga
mengajar. K
Organisasi kemasyarakatan
organisasi yang didirikan dan dibe

selanjutnya disingkat Ormas adalah

ntuk oleh masyarakat secara
pirasi, kehendak, kebutuhan

k berpartisipasi dalam
Republik

sukarela berdasarkan kesamaan as

kepentingan, kegiatan dan tujuan untu

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan

[ndonesia yang berdasarkan Pancasila.
i pesan dari suatu sumber

Media massa adalah alat penyampal

arakat dengan menggunakan alat komunikasi.

kepada masy



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam
lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang
menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non
pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.
Lembaga asing non pemerintah adalah lembaga internasional yang
terorganisasi dan tidak mewakili suatu Negara.

Bencana .adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.

Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak
bencana.

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau
karaktensuk geologis, hydrologis, klymatologis, geografis, sosial,
budaya, polmk ekonomi dan tekhnologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah
penyakit.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang
meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

masyarakat dan teror.



penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
peresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat dan rehabilitasi.

pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yans dilakukan
untuk mengurangi dan/atau menghilangkan resiko bencana, baik
melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan
pihak yang terancam bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan ~pemberian
peringatan ~ sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga
yang berwenang.

. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

" Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang
dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa
aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan
gangguan kegiatan masyarakat.

. Darurat bencana adalah suatu keadaan yang meliputi status siaga
darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat
menuju pemulihan.

. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera, padd saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelematan serta pemulihan prasarana dan sarana

. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang

menderita atau meninggal dunia akibat bencana.



. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
beresiko timbulnya bencana, kegiatn pencegahan bencana,
tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

_ pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana,
dengan rnemfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan
sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemuhhan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai
pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan  kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana.

. Kontijensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi
keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi
mungkin juga tidak akan terjadi.

_ Rencana kontijensi adalah renvana penanggulangan kedaruratan
bencana untuk setiap jenis bencana.

. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana adalah dokumen
perencanaan penanggulangan yanig menjadi acuan untuk semua
jenis bencana dan ancaman bencana.

_ Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan

sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomiap, sosial dan
\

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat

pada wilayah pascabencana. ‘
. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi

data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan

sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi
jadwal kegiatan,

sumber daya, petatematik, program dan kegiatan, ja

rencana anggaran, pelaksanaan dan prosedur rehabilitasi dan

rekonstruksi.




38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45,

46.

. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya

disebut unit pelaksana adalah unit kerja pengelola dan
penanggungjawan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada
unit kerja pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).
Rencana Induk adalah rencana yang bersifat konfrehensif yang
berjangka waktu menengah dan panjang.

Rencana Penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan
yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra
tanggap darurat dan pasca bencana.

Rencana aksi daerah adalah yang selanjutnya disingkat dengan
RAD pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan
pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas,
strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang
disusun secara partisipatif konprehensif dan sinergis untuk
mengurangi resiko bencana dalam rangak membangun
kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi
bencana. .

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang terpaksa atau
dipaksa keuar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang
belum pasti sebagai dampak buruk bencana.

Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit
kembali.

Pendampingan atau fasilitasi adalah uapay dan peran yang
dipemka.n .dapat diberikna oleh BNPB kepada daerah dalam
penangulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan
dan pendanaan.

Petatematik adalah peta yang menggambarkan informasi dengan
menggambérkan suatu rtema tertentu atau khusus.

Sistim komando tanggap darurat bencana adalah suatu standar
penanaganan darurat bencana yang digunakan oleh semua
instansi/lefnbaga dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas,
peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dalam suatu
struktur organisasi.

Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan

berwenang mengandalikan sistim komando tanggap darurat.
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. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola

sumber daya yang diserahkan sektor atau lembaga terkait dalam

tanggap darurat bencana.

Fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap
prabencana,saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi Pelaksanaan kewenagan untuk melaksanakan program
dan kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan
pasca bencana.

Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan
perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, ﬁemantauan dan
pengevaluasian terhadap barang jasa atau uang bantuan nasional
maup[un internasional.

Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atau upaya
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat yang mel;iputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi
bencana, kerusakan dan penyediaan sumber daya, penyelamatan
dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan
kebutuhan' dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan
dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum,

Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau
menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat dengan KLB adalah
salah satu status yang diterapkan di indonesia untuk
mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit
dimana ad kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang
bermakna éeca:a epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun
waktu tertentu.

Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi
penanggulahgan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap
darurat dan/atau pasca bencana.

Dana kontijensui bencana adalah dana yang dicadangkan untuk

men ghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.



adalah dana yang selalu tersedia dan

57. Dana Siap Pakai
dicadangkan oleh pemerintah Daerah untuk dipergunakan pada

saat keadaan darurat bencana,
dan transisi darurat
masing memiliki batas waktu

meliputi status siaga darurat,
tanggap darurat, ke pemulihan, dimana

setiap status tersebut masing-

ai dengan surat keputusan Kepala Daerah.

dalah dana yang disediakan
daerah sebagi bantuan

tertentu yang ditand
sial berpola hibah a

58. Dana bantuan SO
pemerintah kepada
penanganan pasca bencana.

59. Bantuan darurat bencana adalah batu

kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
60. Instansi atau lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang

terkait dengan penanggulangan bencana.
dalah suatu forum untuk

pemerintah

an untuk mmenuhi

Forum pengurangan resiko bencana a
urangan bencana di daerah.

kegiatan untuk mengurangi

61.
mengakomodasi inisiatif-inisiatif peng

Pengurangan resiko bencana adalah

62.
a meningkatkan kemampuan

ancaman dan kerentanan sert

masyarakat dalam menghadapi bencana.
Tim siaga bencana desa adalah yang selanjutnya disingkat dengan

TSBB adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat
desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko

63.

bencana didesa.
BAB Il

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
n bencana adalah

Maksud dari penyelenggaraan penanggulanga
ggulangan bencana

menjamin terselenggaranya pelaksanaan penan

secara terencana, terpadu, terkoordinasi,
rangka memberikan perlindungan kepada

menyeluruh  dan

berkelanjutan dalam
masyarakat dari ancamar, resiko dan dampak bencana.

Pasal 3
n untuk :

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujua
t dari ancaman

a. memberikan perlindungan kepada masyaraka

bencana;
b, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana  secara

ncana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

tere
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Azas dalam penyelenggaraan

EN

A

w

us

Prinsip dalam penyelenggaraan penan

.
b.

1.

3
P

melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut

keanekaragaman hayatinya,

an dan meningkatkan kapasitas masyarakat

mengurangi kerentan
dalam menghadapi bencana;
partisipasi dan kemitraan republik serta swasta,;

membangun
kesetiakawanan dan

mendorong, semangat gotong royong,

kedermawanan;dan

menciptakan perdamaian dalam kehidupan ber
] dan bencana non

masyarakat serta

mencegah timbulnya bencana-bencana sosia

alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non

alam serta bencana sosial.
BAB III
AZAS DAN PRINSIP
Pasal 4
penanggulangan bencana yaitu :

kemanusiaan;
keadilan;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemen’ntahan;

keseimbangan, keselarasan dan keserasian;

ketertiban dan kepastian hukum,
kebersamaan,
Kelestarian lingkungan hidup;
ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
partisipasi.
Pasal 5
ggulangan bencana yaitu :

cepat dan tepat;

prioritas;

koordinasi dan keterpaduan;
berdayaguna dan berhasilguna;
transparansi dan akuntabilitas;
kemitraan ; .

pemberdayaan;

non diskriminatif;

non proletisi.

11



BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6
Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam
penyelenggaraan éenanggulangan bencana di Daerah.
Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana,

Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya

kepada BPBD.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur masyarakat, lembaga

kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

Pasal 7

anggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

enanggulangan bencana meliputi:

. melakukan pengurangan resiko bencana dan pemaduan

pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.

. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan

dampak bencana;

. menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi dan penyintas

yang terkena dampak bencana secara adil dan sesuai dengan

standar pelayanan minimum;
penyusunan rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu

lima tahunan,

. melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan

v

resiko bencana daerah (FPRB) dan Tim siaga bencana desa (TSBD);
mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang

memadai dan;
mengalokasikan dana siap pakai dalam APBD untuk penanganan

tanggap darurat bencana.

Pasal 8

dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalm pasal

» ayat (1) pemerintah daerah memiliki wewenang :

12



mbangunan jangka menengah daerah

panjang daerah yang memasukkan

penyusunan perencanaan pe

dan pembangunan jangka
lenggaraan penanggulangan bencana;

unsur-unsur kebijakan penye

. penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana

selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

dan pembangunan jangka panjang daerah;
dan  pelaksanaan kebijakan  kerja  sama

. perencanaan
dengan provinsi

penyelenggaraan penanggulangan bencana
dan /atau kabupaten/kota lain;

. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber
ancaman atau bahaya bencana;

. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan
pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam
dan dampak perubahan iklim;

. menyusun perencanaarn, pedoman dan prosedur yang berkaitan

dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana,
1. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolan bantuan yang

menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya,
kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;

penertiban iatas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang
berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat;
dan '

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga

kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB V
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian kesatu
Organisasi
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan
oleh Badan!Penanggulangan Bencana Daerah.
(2) BPBD sebaéaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
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(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan,

(1)

a. Kepala BPBD;

b. Unsur pengarah penanggulangan bencana,

dan

c. Unsur pelaksana penanggulangan bencana.

pengangkatan kepala,

tanggungjawab dan

unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD

diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

BPBD mempunyai tugas:

a.

meneta_.pkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan

kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana kepada masyarakat;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana ;

melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Bupati setiap
sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana,

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
bencana ;

mempef'tanggunawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari APBD dan diluar APBD ;

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundéng—undangan.
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)

(2)

(3)

i . !
BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi :
kebijakan penanggulangan
gan bertindak cepat

a. perumusan dan penetapan
bencana dan penanganan pengungsi den
dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh,

BAB VI
. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 11

Setiap orang berhak:

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, kKhususnya
bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

b. mendaﬁatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang
kebijakan penanggulangan bencana,

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan
pemeliharahn program  penyediaan bantuan pelayanan
kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan
penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan
diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur
atas peléksanaan penanggulangan bencana.

Setiap oran!g yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar.

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat-(1) dan ayat (2),

masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan hak atas :

a. menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan
yang berpotensi menimbulkan bencana,

b. mengembangkan nilai budaya lokal ;

c. lingkungan yang sehat ;

F
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d. penghidupan ekonomi yang layak;
e. politik;
f. pendidikan dan pelatihan;
g. pekerjaan.
| Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena

terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi,

Pasal 12
ndidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana
bagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan
pada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan

n kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 13
formasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c
kurang-kurangnya memuat tentang :
kebijakan penyelenggaran penanggulangan bencana,
data kebencanaan,;
resiko bencana;
prediksi bencana; dan

status kebencanaan.

Bagian Kedua
Perlakuan Khusus

Pasal 14
Pemerintah; Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam
hal penang'gulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan
meliputi :
a. penyandang cacat;
b. orang lén_}'ut usia;
bayi, balita dan anak-anak;

ibu yan[g sedang mengandung atau menyusui; dan

o

e. orang sakit.
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) Perlakuan'khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. aksebiytas;
b. prioritas pelayanan; dan

c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat
Pasal 15
asyarakat berkewajiban:
menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
memelihara  keseimbangan, keserasian, keselarasan dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup;
berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
memberikan informasi yang benar kepada publik tentang
penanggulangan bencana; dan
memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktivitas
masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana.
: Bagian Keempat
| Peran Masyarakat
‘ Pasal 16
asyarakat me:miliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam
rencanaan, |pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan
nanggulanga.xin bencana.
i Pasal 17
Untuk menc‘iorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat
dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan
inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan
bencana.
Kegiatan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatlkan kearifan lokal masyarakat.

BAB VII
FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
Pasal 18

Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana ditingkat
Kabupaten dibentuk forum pengurangan resiko bencana.
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(2)

(3)

Anggota forum pengurangan resiko bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur ;
a. Pemerintah Daerah;

b. Lembaga swadaya masyarakat;

¢. Lembaga sosial keagamaarn,

d. Organisasi Sosial kemasyarakatan;
e Perguruén Tinggi;

Sekolah Negéri dan Swasta;

g |

g. Media Massa;
h. Masyarakat; dan

Lembaga Usaha.
Anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

-
.

1

dengan Keputusan Bupati .

|‘ Pasal 19

Dalam rangka pengurangan resiko bencana forum pengurangan resiko

bencana berperan antara lain :

a.

(1)

(2)

mengakomadasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang
ada di masyarakat;
penyusunan rencana aksi bersama kedaerah dalam rangka
pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
melakukan ;pengarus utamaan pengurangan resiko bencana bagi
semua pemangku kepentingan menuju - komunitas yang peka,
tanggap daq tangguh terhadap bencana;
melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian
kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
berpartisipaLlsi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
|
BAB VIII
TIM SIAGA BENCANA DESA

Pasal 20
Dalam rangka pengurangan resiko bencana ditingkat desa dibentuk
Tim Siaga Bencana Desa (TSBD).
Anggota TSBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
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a. pemerintah desa;
b. tokoh adat;

c. tokoh agama;

d. tokoh pemuda;

e. tokoh perempuan,
f. unsur pepdidik/ sekolah; dan

g. masyarakat desa.

; Pasal 21

(1) Dalam raﬂgka pengurangan resiko bencana TSBD berperan antara

lain :
a. menghidupkan kembali kearifan . lokal dalam upaya

pengurangan resiko bencana;
b. menyusun rencana aksi komunitas ditingkat desa dalam

rangka pengurangan resiko bencana koordinasi dengan BPBD;

e melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana
bagi semua anggota masyarakat desa: menuju komunitas yang
peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana,

d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan
kemadi'rian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko
bencana;

e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap
aktivitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan masyarakat desa yang berpotensi
menimbulkan bencana,;

f. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

Pasal 22
(1) TSBD sebagjmana dimaksud dalam pasal 20 dibentuk atas dasar
kesadaran dan kemampuan masyarakat desa setempat.
(2) BPBD, Pemerintah Desa, Organisasi sosial masyarakat dan
Lembaga Su,}adaya masyarakat dalam berinisiatif dan memfasilitasi
terbentuknya TSBD.
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l
(3) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan pembagian peran dajam

TSBD ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam
forum yang diselenggarakan TSBD,

b i
(4) Ketentuan\lebm lanjut tentang TSBD diatur dalam Peraturan
Bupati.

|
: BAB IX

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI

KEMASYAR:?&KATAN » LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA

MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON

PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Lembaga Usaha
: Pasal 23
(1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan
penangguangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara
bersama dengan pihak lain.
(2) Dalam meihyelenggarakanv penanggulangan bencana, lembaga
| usaha berkéwajiban untuk : \

a. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam
rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah;

b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana dengan memperhatikan nilai-nilai
kearifan Ié)kal masyarakat setempat;

¢. mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program yang
terkait dehgan pengurangan resiko bencana;

d. mengindahkan prinsip kemanusian dalam melaksanakan fungsi
ekonomiri:ya;

€. memberik!an informasi kepada publik tentang aktifitasnya yang
berkaitan%dengan pengurangan resiko bencana.

(3) Dalam meﬁyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga

usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

!
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Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan
Pasal 24
(1) Lembaga t Pendidikan  berperan  serta  menyelenggarakan

penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh
masing-mafsing lembaga.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan
semangat splidaritas sosial; kedermawanan dan kearifan lokal.

(3) Lembaga Pendidikan menginisiasi integrasi pengurangan resiko
bencana dengan memasukkan pendidikan kebencanaan kedalam
kegiatan intra dan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya yang
dikoordinasikan dengan Dinas terkait.

(4) Perguruan . tinggi berpefan serta melalui penerapan ilmu

: pengetahuan dan teknologi dengan .melakukan kajian dan
penelitian :?ebagai bahan untuk merencanakan penyelenggarakan

penenggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat,
rehabilitas dan rekonstruksi.
Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 25

(1) Ofganisasi :kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan
penanggulaligan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi
yang dimilikﬁ oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.

(2) Penyelenggataan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1%) harus mengutamakan keharmonisan dan solidaritas
sosial. ‘

(3) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat
Pasal 26

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya

]
b

masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang

dimiliki.

1
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(2) Penyelengga}raan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas
sosial serta praktik-praktik nonproletisi.

(3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan
pemantauan dan  pengawasan terhadap penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

(4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan BPBD maupun pemangku Kkepentingan dalam
penyelengga}aan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Media Massa
Pasal 27

(1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.

(2) Peran sebagéimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. manginfoirmasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan
perencanaan;

b. menyebar!luaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat;

¢. menyebaf;luaskan informasi mengenai kebencanan dan upaya
penangglilangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk
penyadaran masyarakat.

(3) Penyampaian informasi perencanaan oleh media massa dilakukan
sesuai dengain perundang-undangan yang berlaku.

i Bagian Keenam
Lembaga ¥nternasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah
: Pasal 28

(1) Peran sertai lembaga internasional dan lembaga asing non
pemerintah .dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk
mendukungl penguatan  upaya  penangulangan  bencana,
pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan
penderitaan ' korban bencana serta mempercepat pemulihan
kehidupan rn:asyarakat.

(2) Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang
akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan

dibawah koordinasi/kendali badan nasional penanggulangan

bencana.
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+(3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga

, ‘Vi', asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.

| (4] Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing
non pemenntah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan me'pyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan

, dan lokasi }!tegiatan berkoordinasi dengan BPBD.

‘(5) Péran serta; dan pengawasan lembaga international atau lembaga

+ asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana

l
pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
r . dilaksanake{n dibawah  koordinasi/kendali badan nasional

penanggulaﬁgan bencana.

& ' ; Bagian Ketujuh

| Koordinasi

; Pasal 29
Lembaga Usafga, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan,
lembaga swadéya masyarakat, media massa, lembaga internasional
dan lembaga fl;lsing non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 24 sampai dengan pasal 28 yang akan berperan serta dalam
penangulanganlgbencana berkoordinasi dengan BPBD.

ll BAB X
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
\i Pasal 30
l, (1) penyelenggalraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra
bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
(2) pelaksanaari penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan
secara berjerllgiang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
' BAB XI
PRA BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31
(1) Penyelenggaraan Penaggulangan bencana pada tahap prabencana
berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan
kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah daerah yang
bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian
harta benda dan kerusakan lingkungan.

23




PRSI T

i T - S -

o

) Penyelengg:%.raan penanggulangan bencana pada tahap prabencana

meliputi :

a. dalam si:iuasi tidak terjadi bencana ;dan

b. dalam sii,cuasi terdapat potensi terjadinya bencana.
I Bagian Kedua

|
i
|

Situasi tidak Terjadi Bencana
Pasal 32

‘ éPenyelenggaraa:m penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi
. 'bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a

meliputi ; 'i

perencanan:': penanggulangan bencana,;

penguranga{n resiko bencana;

pencegahaﬁ;

pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

persyaratanE analisis resiko bencana;

pelaksanaan dan penegakan bencana tata ruang berbasis pada
analisa resil';:o;

pendidikan :dan pelatihan; dan

& ;;. h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 33

Pérencanaan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi
_Q:béncana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a meliputi :
. 4. pengenalan dan pengakajian ancaman bencana;

L b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

analisis kemiungkinan dampak bencana;

¢
- d. pilihan tind?}kan pengurangan resiko bencana;
€

pénentuan ‘mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak
bencana; dah

f. alokasi tuga‘fs, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
|

|
'- Pasal 34

"1 (1) Pengurangan' resiko bencana dalam situasi tidak terjadi bencana

sebagaimana" dimaksud dalam pasal 32 huruf b merupakan
kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta
meningkatkah ~kemampuan masyarakat dalam menghadapi

bencana.
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|
(2) Penguranga,n resiko bencana dilakukan melalui kegiatan :

3 a. Pengenala.n dan pemantauan resiko bencana;

o

'f. b. membangun budaya sadar bencana;
i.ff; €. mernbma komitmen terhadap penyelenggaran penanggulangan

bencana,r dan
d. menerapkan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan

; penanggulangan bencana.

8 (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan
i oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka
' waktu 5 (lima) tahun.

(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagimana dimaksud
' dalam pasal 32 huruf a merupakan bagian dari perencanaaan
. pembangunan yang disusun berdasarkan hasil resiko bencana.

: 5) Upaya penangulangan bencana yang dijabarkan dalam program
(' kegiatan Peﬁanggulangan bencana meliputi :

a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;

¢ b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

. ¢. analisis kemungkinan dampak bencana;

b d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;

e, penentuan mekanisme kesiapan dan penangulangan dampak
bencana; dan

f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

(6) Rencana peﬁanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2
¢ (dua) tahun a_ltau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- | Pasal 35

(1) Penguranganl resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal
32 huruf b merupakan keglatan untuk mengurangi ancaman dan
kerentanan lserta menmgkatkan kapasitas masyarakat dalam
~ menghadapi Eencana

(2) Upaya penglﬁrangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dllalqukan denagn penyusunan rencana aksi daerah (RAD)
Pengurangan% resiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi

kegiatan sebagai berikut :
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b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana,

€. pengembangan budaya sadar bencana;

d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan
bencana ; dan

e. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan
penanggulangan bencana.

(3) RAD pengurangan resiko bencana disusun secara menyeluruh dan
terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah
daerah, nonpemerintah dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh
BPBD.

(4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BPBD
setelah  dikoordinasikan  dengan  isntansi/lembaga  yang
bertanggungjawab dibidang perencanaaﬂ pembangunan daeran
dengan mengacu kepada rencana aksi nasional pengurangan resiko

bencana.

(5) Dalam penyusunan RAD memperhatikan adat dan kearifan lokal
masyarakat..
(6) RAD pengur;emgan rsiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
|
Pasal 36
Selain kegiatan; sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 juga
dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui
pendekatan :
a. agama ; l
b. pendidikan; !
c. budaya; dan:
d. pariwisata.
’ Pasal 37
(1) Pencegahani sebagaimana -dimaksud dalam pasal 32 huruf c
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
(2) PencegahfamT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalaui keg]riatan;
a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau

|
ancaman bencana,
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(3)

(1)

(1)

2)

(3)

(4)

b. pemantauan terhadap :

1) Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
2) Penggunaan teknologi tinggi.
c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan
lingkungan hidup;
d. penguatan ketahanan sosial mesyarakat.
Kegiatan péncegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat dan para pihak

pemangku kepentingan.

Pasal 38

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d
dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi.

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana

kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 39
Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 32 huruf e dltujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat
resiko darx; suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan
bencana.
Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) djigunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis
mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan
tindakan pencegahan dan mitigasi.
Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi
menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis résiko
bencana.
Analisis resiko sébagajmana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar :
a. profil kebencanaan;

b. kerentanan wilayah;dan
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o

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. pemantauan terhadap :

1) Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;

2) Penggunaan teknologi tinggi.

e.
pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan

lingkungan hidup;

d. penguatan ketahanan sosial mesyarakat.

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat dan para pihak

pemangku kepentingan.

Pasal 38
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d
dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi.

penanggulangan bencana dalam perencanaan
a ayat (1) dilakukan

Pemanduan
pembangunan sebagaimana dimaksud pad
dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana

kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 39
sis resiko bencana sebagaimana dimaksud
! mengetahui dan menilai tingkat
menimbulkan

Persyaratan anali dalam

pasal 32 huruf e ditujukan untuk

resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat

bencana.
Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) &m:smwmb sebagai dasar dalam penyusunan anali
, ak mumwc:m.m:, penataan ruang serta pengambilan

sis

mengenai mmﬁv
tindakan pencegahan dan mitig
pembangunan yang mem
b dilengkapi dengan analis

asi.
Setiap kegiatan punyai resiko tinggi
menimbulkan bencana waji

is resiko

bencana.
isi i . i i oleh
Analisis resiko sebagaimana disusun

oordinasi dengan ins

dimaksud pada ayat (1)
BPBD secara terk tansi terkait atas dasar :

a. profil kebencanaan;

b. kerentanan wilayah;dan
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- Persyarata

|

|
|

c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan,

(5) xmﬁasﬁcwsw persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana

dimaksud 'pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
W Pasal 40

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 huruf f dilakukan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

(2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga
dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta
menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat
di daerah rawan bencana.

Pasl 41
(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32

hur
kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

uf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian,

bencana.

- (2) Pendidikan dan pelatihan - sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam

bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang berupa
v&mm:ms dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 42
n standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud dalam pasal 32 huruf h merupakan standar yang harus

dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang

telah ditetapkan.

|
Bagian Ketiga
Situasi Terhadap Potensi Terjadi Bencana

Pasal 43

moswaaummmammb penanggulangan bencana dalam situasi terdapat

potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam 31 ayat (2) huruf

i

b meliputi :
a. wmmwmﬁmwmmmmmm
b. peringatan dini; dan

¢. mitigasi bencana.
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(3)

(1)

_ Pagal 44
xa&mvm»mm“mw: sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a

%m_ﬁxms_ melalui :

a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencand penanggulangan
woam_.cw.ﬁmsn

b. vonmou.wmammwmmz_ pemasangan dan  pengujian sistem
peringatan dini;

¢c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan

kebutuhan dasar;

d. menyiapkan personil, prasarana dan sarana Yyang akan

dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan
penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
{ menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman
untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap
darurat|;
h. penyiapan lokasi evakuasi ; dan
i. penyusunan dan pemutahiran prosedur-prosedur tetap tanggap
amac_.mm,cosﬁmnm.
Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan dilaksanakan
bersama-sama dengan masyarakat, lembaga usaha, lembaga
vms&&wms__ organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya
Bmmu\m_.mwwr media massa, lembaga internasional dan lembaga
asing non H_uoaaa:ﬁmw.
_uo_mwmmsmmm: kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) &._wmwcxm: oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik
secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh
BPED, |
| Pasal 45
Rencana ungmmEmbmmmb kedaruratan bencana sebagaimana
dimaksud &&mg pasal 44 ayat (1) huruf a merupakan acuan bagi

v&mwm,m:mﬁw penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
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e

e

)

| :
Rencana penanggulangan
dimaksud pada ayat (1) disusun secara té
dan pemerintah daerah.

Rencana penanggulangan kedarura

kedaruratan pencana sebagaimana

rkoordinasi oleh BPBD

tan bencana dilengkapi dengan

penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 46

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dal
ndakan cepat dan tepa
rta mempersiapkan

am pasal 43 huruf b

dilakukan untuk mengambil ti t dalam

rangka mengurangi resiko terkena bencana S€

tindakan tanggap darurat.

Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara :

a. mengamati gejala bencana,

b. menganalisi data hasil pengamatan;

¢. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
d. menyebarluaskan hasil keputusan;dan

e. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat.

Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai
dengan jenis ancaman bencananya untuk memperoleh data gejala
bencana wm_nm kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan
kearifan lokal.

Emﬂmnmm\wmn_,&mmm yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) BmmmmBn&wms hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan
lokasi dan; tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil
keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan
mo_ummmmamn“m dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh
pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat baik
melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan
menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.

BPBD mengkoordinasikan tindakan yang dilakukan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk

menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

30




Pasal 47
mana dimaksud dalam pasal 43 huruf ¢
ak yang diakibatkan

(1) Mitigasi cmnomsm sebagai
dilakukan E.:cw mengurangi resiko dan damp
oleh bencana terhadap masyarakat u_w:m berada pada kawasan

i

rawan cm:nm:m
2) Kegiatan E_cmmm_ bencan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui :

a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang
cmammm:.wmb pada analisa resiko bencana;

b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan
tata bangunan; dan

c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik

secara konvensional maupun modern.

e

S s 4= T A

T
it

R e e

BAB XII
TANGGAP DARURAT
Bagian Kesatu

TR

. Umum
3 Pasal 48
Pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan

potensi-potensi kekuatan daerah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi :

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar,

kerusakan, kerugian dan-sumber daya;

- b. penentuan status keadaan darurat bencana;

_m. c. pencarian,  penyelamatan dan  evakuasi/menggungsikan

p masyarakat yang terkena bencana;

d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan

_ makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi,
pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana;

e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;

e

| dan
f. pemulihan prasarana dan sarana vital.
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2\
)

)

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

Penyelenggt

am:w\ M:mmmamm: dan penanggulangan bencana Pada saat taggap
i _ ;

w5 at sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah
ando x.nwm_m BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Penggkajian Secara Cepat dan Tepat
| Pasal 49
wosmx&.mms. Secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 48 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan
dan m:amwmc yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat yang &Hmwzwmn oleh tim reaksi cepat (TRC)
berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
Pengkajian 'secara cepat dan tepat sebagimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melakukan identifikasi terhadap :
a. omw:vmb lokasi bencana ;
b. jumlah wonvmz bencana;
&, woacmmms_g dan kerusakan prasarana dan sarana;
d. mmﬂmmcwn terhadap fungsi pelayanan umum  serta

pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
Pasal 50
Penentuan status keadaan darurat
dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh
Bupati setelah mendapatkan masukan dari Kepala BPBD.

bencana sebagaimana

Status keadaan darurat bencana dimulai sejak status siaga
darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.

Penentuan status dan tingkatan darurat bencana memuat indikator
erugian harta benda, kerusakan sarana dan

jumlah korban, k
ena bencana dan

prasarana, icakupan luas wilayah yang terk

dampak sosjal ekonomi yang ditimbulkan.

Pada status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD

mempunyai kemudahan akses dalam hal :
a. pengerahan sumber daya manusia;

b. nm:mmammm: peralatan;

c. pengarahan logistik;



]

Wil e

d. pengadaan barang dan/atau jasa;

pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan / atau barang;
f. penyelamatan dan

x B i '
g omandp untuk memerintahkan instansi /lembaga.

(5) Ket.entuan‘status bencana dan tingkatan bencana diatur lebih
lanjut dengan peraturan Bupati,

r s i A R A T

| Paragraf |
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik
5 ; Pasal 51
7 (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang
mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan

{ logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan
: tanggap darurat.

(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistic

E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi permintaaan,

penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan

| logistik.

¥ Pasal 52

' (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik
dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban
bencana, memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan terhadap
korban bencana dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana
vital yang rusak akibat bencana.

(2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai

o

dengan kebutuhan.
Pasal 53
(1) Dalam hal fmelakukan tanggap darurat, pemerintah daerah dapat
meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain terdekat dan/ atau
Pemerintah ' Propinsi bila tidak tersedia bantuan yang memadai

atau mencukupi di daerah.
(2) Pemenntah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi pengerahan dan

mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik bantuan.

(3) Penenmaan* dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan
logistik dilokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dibawah komando BPBD.
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(3)

(1) Pemerintah Daerah menyedi

(2) Dana siap pakai se

Paragral 2
Pengadan Barang dan Jase

Paeal 54

n ba
: ml godn““ mm;:; dan/mau jasa sehagaimana dimakaud dalam pasal
, 80 & Uil d  diiaksanakan secara  terencana  dengan

- pemperhatikan jenis dan jumiah
: , kebutuhan ees
dan karakteristik wilavah becana n seauai dengan kondist

Pasal 45

3

(1) Pada saat keadaan @

?‘l S T S Arural bencana, pengadaan barang dan/atau
aamhall Unkukan  secara  khusus  melalui  melalui

pembelian/pengadaan  langsung dengan berpedoman kepada
Peraturan Perundang-undangan

Pengi@llﬂ_ barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk

a pencarian dan penyelamatan korban bencana,

pertolongan darurat,

evakuasi korban bencana,

kebutuhan air bersih dan sanitasi,

pangan;

sandang,

pelayanan kesehatan; dan

penampungan serta tempat hunian sementara.

pemulihan dan/atau perbaikan darurat fungsi prasarana dan

g o o

T = o

-

sarana v_ital.
Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud

pada ayati (2) dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah

mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.

(4) Persetujuan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

iikuti persetujuan secara tertulis

dapat diberikan secara lisan dan d
kali dua puluh empat) jam.

dalam waktu paling lambat 1 X 24 (satu
! Pasal 56
akan dana siap pakai yang digunakan

hanya pada saat status keadaan darurat bencana yang berasal

dari APBD.
bagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan

dalam anggaran BPBD.
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{8) Ketentuan menges -
W

| : Nithy @ ;
diatut dalam Petaturag Py W PR Aan dans siap pakai
iy

Prragrad 1

Pespelolann dan M‘Mnumw

AwAlan Usng dan /ata Rarang
} Pengreinlaa

“] g n d.h M‘D'lnuﬁ \

| Aan  /atau barang

0 ayat (4} huruf e diberikan

86 dilakukan sesya; ketentuan peran

@ Dana sap pakaj iran perundang undangan

sebagaimana di
" maksud dal T
dualokamkan secara terpisah pada win Bl:;{:nmi 56 ayat (1)

1 Dana sia '
i P pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
terbatas pada pengadaan barang

dan/at i :
dimaksud dalam pasa) 54 /atau jasa sebagaimana

Paragraf 4
Penyelamatan
Pasal 58
(1} Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2)
huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi
korban bencana.
(2} Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta
benda, kep:ala BPBD mempunyai kewenangan:
a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda
- dilokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;,
3 h. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda
yang dapat menggangu proses penyelamatan;
;memerinftahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau
melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
g.mengisol'asi atau menutup susatu lokasi baik milik publik
; maupun pribadi;
& memerintahkan pimpinan instansi/lembaga terkait untuk
mematikan listrik, gas dan/atau menutup/membuka pintu air.

i
|



Paragral &
Kevna i

| Pasai 44
i) Dalam  status  bendaas dar .
, et

ewenangannyy MMy e
untuk

wepada BPRD  sesust dengan

kemudahan akees Bery

‘ , pa omands

memerintahkan NstAn® / lembags d p

- | alam | (satu) komands

W dimaksud dalam
- Mk n opasal 50 avat (2} hurul g untuk
engerahkan  sumber daya man } ‘
R . usia, peralatan, logistik dan

2 Untuk melaksanaks '

R o N fungsi komando sebagaimana dimaksud
am ayat (1) kepala BPBD sesuai d
A = ual dengan kewenangannya dapat
HUK seorang pejabat sebagai komandan
e penanganan darurat
(3 Pada status kea

Y keadaan darurat bencana, komandan penanganan
daru & ncana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana,
W Ltlfkm dan meningkatkan pusat pengendalian operasi
menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi
untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan
mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.

(4] Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan
darurat bencana, sesuai dengan lokasi tingkatan bencana,
membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap
darurat bencana dilokasi bencana yang bertugas melakukan
penanganan tanggap darurat bencana.

' Bagian Keempat
| Penyelamatan dan evakuasi
‘ Pasal 60
(1) Pencarian, |penyelamatan evakuasi/mengungsikan masyarakat

terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat
dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian,
t sebagai korban akibat

(2)huruf c,
pertolongan dan penyelamatan masyaraka
bencana.
(2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena
bencana seBlagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
tim relawan'sesuai bidangnya dan dibantu tim reaksi cepat serta
melibatkan | unsur masyarakat dibawah komando komandan
i dengan lokasi dan tingkatan

Penanganan: darurat pencana sesual
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;o 13 Ketentuan lotsh,

i) ¢
1 Pemenuhag kebutuhan

'hh,ual

4 “‘l"!';(!m' ' '
GENEan keputusag, By o TR (RAR epat ditstaphan

‘Mﬁﬁ Kediron
Pemenuban Ketutuhan Dasar
Pasal 61
in
Ghaar sebagaimana dimaksud dalam pasal

A n‘ l‘ b
- ' *‘” !lu 'l i
' ‘I d’ "”'.‘i'\“h t'lﬂl'”“.ﬁ 'MT'N.!?‘A!H

a kebutuban aiy bera
patgan,

¢ sandang

d  pelayanan kenehatarn

¢ pelavanan psikososial, dan

f penampungan serta tempat hunian.

i dany SAn e

| Pemen
uhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

:::::g:l:‘m:ﬁq“::::::h daerah, masyarakat, lembaga usaha,
/atau lembaga asing non pemerintah.
Bagian Keenam
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
Pasal 62
Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf e dilakukan
dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami
luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi,
pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait

yang  dikoordinasi oleh  kepala BPBD  dengan pola

pendampingan/ fasilitas.
Bagian Ketujuh

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital
Pasal 63
Pemulihan dengan segera atas prasarana dan sarana vital
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf [ bertujuan
untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital
dengan seger;a, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana votal sebaga}imana
dimaksud pa‘Ha ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang

dibawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.



AN X1
FARUA BENCANA
Ragian Kesaty
Ve

Ragian Kedua
Rehabilitas
Paaal 65

2. a perbaikan lingkungan daerah bencana,;
perbaikan prasarana dan sarana umum,
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
pemulthan sosial psikologis,

pelayanan kesehatan,

rekonsiliasi dan resolusi konflik, .
pemulihan sosial, ekonomi dan budaya,
pemulihan keamanan dan ketertiban,

pemulihan fungsi pemerintahan; dan

Pa® J pemulihan fungsi pelayanan publik.
E% ) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyereic P
wilayah Wbe“ma' pemcrintah daerah menetapkan prioritas
dari kegiatdn rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!
berdasarkarl analisis kerusakan dan kerugian akibat bencand

~ | dengan tetab memperhatikan aspirasi masyarakat.
3) Dalam men}uaun rencana rehabilitas sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) han?u memperhatikan: |

pengaturan mengenai standar kontruksi bangunan;

g

ﬁ; 1) Rehabilitas pada wilayah pascabencana dilakukan melalui
¢

a

e ™S 8 o 0 o

a.
b. kondisi sosial;
¢ adat istiidat;
5 d. budaya lokal; dan
d
e. ekonomi! | :
dhabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pésal .
h berkoordinasi dengan instansl



Patagrat §
ey Imﬂqu Diaerah Percans
» Paeal o,
il Perbaikan  binglongss Uerah bancana sebagaimana dimakeud
E8 dalam pa : o e
e h“ﬁurin::l S AV hurut o« marupakan kegatan ok P
; AR untuk memen PErAvAIRIAn teknie, somal elonami

Perta

:} :::.:? ::::::'T::::\ﬂun.m sehiagaimana dimaksud pada
b Ban kawasan permukiman, kawasan
k usaha dan kawasan bangunan pedung
“ Perbaikan lingkungan kawasan sebagarmana dimaksud pada
& ? dvat (1) berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan
| " masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait
| ¢ dan Aspiras) masyarakat daerah yang terkena bencana.

t Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan
- kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar
- rencana kegiatan yang disusun secara optimal meialui survey, investigasi
dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat
8 stiadat dan gundur kontruksi bangunan.

5 Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
: ayat (3) p‘m sedikit memuat:
data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana,
sebelum terjadi bencana,
data kerilukan yang meliputi lokasi,data korban bencana, jumlah
dan augl;ln kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
¢. potensi slhmber daya yang ada didaerah bencana;
4. petatematik yang berisi data-data sebagaimand dimaksud pada huruf
a, humftf: dan hurufc;
rencana program dan kegiatan;
gambar d’esain:
rencana d!mssamn:
jadwal kegiatan; dan
pedomanimhabﬂitas-

o

> "

Mo m oo

bagaimana
Kegiatan perbaikan lingkungan daerah _ bencafla = ::erkait
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembag .
- dimaksu : tugas masing-
R : jawab bidang
1 - an fungsi dan tangguné ) &
Reionid d;ng£ ama masyérakat dan berkoordinast dengan kepal
masing DEers

BPBD. |

20



ey
S i
B

(2!

ol

3 ) perenc

6) Kegiatan perbaik

Perbai Paragy
kan Linm‘ungaar 1
. iy N Daery
Pc,‘baikan lingkungan g, Pasal g4
er
Jalam pasal 65 ayat (1) huru:h bencany "
& mery, “Dagaimana
dimakaud

jingkungan untuk memenyy; ipakan k
‘Nuhi e
pudaya. pe fiiatan
dan buday TSYaratan tekniq ,:“:k perbaikan
v 8ostal, ekonomi

h “annna

Kf'gl.ﬂta“ ﬁSik perbaika )

avat (1) mencakup i " lingkungan sepagq;

ngkungan ke agaimana dimaksud
asan pada
" ) permuki
perbaikan lingkungan 8. kiman, kawasan
awasan - sebagaj
imana  dim

aksud pada

usaha dan kawasan bangunan
gedUn

avat (1) berdasarkan pe
v r
masukan mengenai jeni:ncanaan teknis denga
dan aspirasi masyarak kegiatan darj gan memperhatikan
rkena benca
na.

' b . a ka n

kegiatan penyusunan dokumen rencang
a kegiata ; teknis g

rencan gdi n yang disusun secara — yang berisikan gambar
Jan desain dengan mempe . melalui survey, investigasi

_ perhatikan kondisi sosial, b okt
isuadat dan standar kontruksi NGNS , budaya, ekonomi, adat

an,
anaan teknis perbai "
rﬂ; : .p kan lingkungan scbagaimana di

ayat (3) paling sedikit memuat A dimaksud pst

data keppndUdukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana d
) na dan sarana,

seb
ta ker}.lsakan yang meliputi lokasi,data

|

gkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;

rah bencana;

bagaimana dimaksud pada huruf

elum terjadi bencana;
p. da
korban bencana, jumiah

dan tin,

potensi s:umber daya yang ada didae

matik yang berisi data-data sé

d. petate
a, huruf ‘ID dan huruf ¢;
e. rencand erogram dan kegiatan;
f gambar d;esain;
g rencana e}nggaran;
h. jadwal keégiatan; dan
i. pedoman!rehabﬂitas.
daerah bencana sebagaimana

lembaga terkait

an lingkurigan
n oleh instansi/
¢ masing

dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka
jawab bidang tuga

i dan tangguné
inasi dengan kepala

BPBD.
39



. Paragraf 2
rbaikan Prasarana dan Sarana Umum
. Pasal 67
perbaika
e n prasarana dan sarana umum sebagaim

dalam pasal
pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan
uhi kebutuhan

ana dimaksud

prasarana dan sarana umum untuk memen
transportasi, kela i ‘
- ncaran kegiatan ekonomi dan kehidupan aosial
pudaya masyarakat.
Kegiatan per
gl baikan prasarana dan sarana umum sebagaimana

2, dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. perbailfan infrastruktur;
b. fasilitas sosial dan fasilitas umum

|
Perbaikan  pr

'prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud
naan teknis dengan

l
pada ayat (1) harus berdasarkan perenca
dai

Tetr:zell'hahkan masukan mengenai jenis kegiatan
instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
ud pada ayat (3)

merupakan kegiatan penyusunan dukumen rencana teknis yang
gin diwujudkan dan

peencanaan teknis sebagaimana dimaks

berisikan gambar rencana kegiatan yang in
stigasi dan desain

disusun secaa optimal melalui survey, inve
budaya,

lingkungan sosial,
bangunan.
gaimana dimaksud

dengan ni‘lemperhatikan kondisi

ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi

, i
Penyusun%n dokumen rencana teknis seba

pada ayat $4) paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai :
a. persyazg‘atan keselamatan,;

persya:f'atan sistim sanitasi;
I an ; dan

b
é. persyagatan penggunaan bahan bangun
d standar teknis konstruksi

persyaratan
dung dan bangunan air,

knis perbaikan prasarana
at (4) disusun berdasarkan

jalan, jembatan,

bangurflan ge
| Perencanaan te
sebagaimaha dimaksud pada ay
pedoman yia.ng ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.

Pelaksanaé.n perbai umum sebagaimana
dimaksud dalam pas
royong deﬁgan bimbin

Daerah. |
|

i

i

dan sarana umum

kan prasarana dan sarana
al 65 ayat (1) huruf b dilak
gan dan bantuan tekni

ukan secara gotong
s dari Pemerintah
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Paragraf 3

g’-.; Pefnbenan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

,;\_ ) Pembers u{ Mot sat Pasal 68

A gimakoud  dalam pnpler aikan rumah masyarakat sebagaimana
1 Pemenntah Daerah 08 avat (1) huruf ¢ merupakan bantuan
masyarakat mem Yng bersifat stimulant untuk membanty
P Tumahnya yang mengalami kerusakan
L Akdbat bewana untul dapat dihuni kembali.

y Bantuan Pemeri

_[. d‘pat bempa b:;:ah Daerah Mbﬂgmm.na dimak'ud pllda ﬂyat {”
}h pesarnya diteta kan material, komponen rumah atau uang yang
‘ Pkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi
tingakt kerusakan rumah yang dialami,

(3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat
scbagmmana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola
pembel'daylaan Mmasyarakat dengan memperhatikan karakter
daerah d&l’:al budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya
. ditetapkan melalui koordinasi BPDB,

Paragraf 4
Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 69

ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang
terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial
dan kondi:si psikologis' pada keadaan normal seperti kondisi
sebelum terjadi bencana.

sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya
i pelayanan sosial psikologis berupa :
a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
b. pendampingan pemulihan trauma; dan
fe. C pelatiha'n pemulihan kondisi psikologis.
(3) Pelayanan sosxal psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dﬂaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara
terkoordiné_si dengan BPBD.

|

|.

" A
‘ 41




- e gmat
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2 —"f,"'*?'tv‘:“‘}'f"\""*
e L Lk

&

yies memulihka]’n

(j) Pelayanan

r"f‘F*-*.”crv

rf:' Reko
: pas
= di daerah| rawan bencana dan raw

menurunkén eskalasi konﬂi

| Paragraf 5
, Pelayanan Kesehatan
Ekeaehat i

‘hatan seba
(1) huruf e ditujukan unl::‘mann dimaksud dalam pasal 65 ayat
dampak be membantu mas

p encana dalam rangka me POTRN FURg Bvieine
masyamkqt. mulihkan kondisi kesehatan

Kegiatan pemulih s
an kondisi sebagimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui upaya-upaya :
a. membantu '
8 perawatan korban bencana yang sakit dan

mengalami luka;
mcmbm?tu perawatan korban bencana yan i ;
menyediakan obat-obatan: P—
] )
menyediakan peralatan kesehatan:
menyediakan tenaga medis dan paramedic; dan
meruju i ,
’ j llc ke rumah sakit terdekat.
aya ' isi

d:n :k Su};e@uclllhan kondisi kesehatan masyarakat sebagimana
— pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat/pos layanan
esehatan yang di i i

- g ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam
koordinasi BPBD.
Pelaksz?naa'n kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyar
sebagalma?a dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
mengacu |pada standar pelayanan darurat sesuai dengan

akat

.- ketentuan peraturan perundang-undangan.

H

Paragraf 6
' Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
l Pasal 71

nsiliagi dan resolusi konflik sebagaimana di
uk membantu masyarakat

an konflik sosial untuk

k sosial dan ketegangan serta

maksud dalam

al 65 ayat (1) huruf f ditujukan unt

Kkondisi sosial kehidupan masyarakat.

esolusi konflik sebagaimana
upaya mediasi
ait degan tetap

Kegiatan rekonsiliasi dan r dimaksud
pada ayat kl) dilakukan melalui upaya-
dengan m i|ibatkan tokoh-tokoh masyarakat terk

j kyter serta budaya

atikan situasi, kondisi dan kara
gjung tinggi rasa keadilan.

persuasive

memperh

masyaraka_{ setempat dan menjun
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t

# 3, Pe[aksanaan kcgiatﬂ
N rekonsiliagi

ebagaimana  di d
s | maksud pada an  resolusi  konflik

instans:/liﬁmbaga yang terkait berk WM o
Leliged Kelensngannya. rkoordinasi dengan BPBD sesuni

Paragraf 7
Pemulihan Sosi
osial E
) konomi dan Budaya
pe ulihan sosial -
) Pem al, ekon
§  galam pasal 65 ayat (T)rni}nuda'; budaya sebagimana dimaksud
¢ s ruf g ditujuk
- masyarakat tericon jukan untuk membantu
< keh,idu a d'ampak bencana dalam rangka memulihkan
3 woe ‘. pan sosial, ekonomi dan buda i g
| cebelum setjadi bancana. ya seperti pada kondisi
< . a t . "
j Q) Kfagla aﬂd Pef;‘l‘unh&n sosial, ekonomi dan budaya sebagimana
d;mal:: ia aday at (1) dilakukan dengan membantu masyarakat
¥ idupkan -
© meng p! an mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi

dan budayalf melalui :

a. layanan aldvokasi dan konseling;

S p, bantuan stimulan aktivitas ekonomi ; dan

o c. pelatihan,
93) Pelaksanan I

sebagaimana

kegiatan apemulihan sosial, ekonomi dan budaya
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oelh
ait berkoordinasi dengan BPBD.

instansi/ lexT'lbaga terk
Paragraf 8
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Pasal 73

anan dan Kketertiban sebagaimana dimaksud

kan untuk membantu
an dan ketertiban
embali

keam
2] 65 ayat (1) huruf h dituju
ondisi keaman
ampak bencana agar k

dalam pas
masyaraka
masyaraka
seperti kon

7) Kegiatan p||3mulihan keam

t dalam memulihkan k

- di daerah terkena d
bencana.

disi sebelum terjadi
ketertiban dil

anan dan akukan melalui

o
3
g

ga keamanan dan

i upaya: |
i a mengakfjfkkan kembali fungsi lemba

& |
yz : ketertibe;n di daerah pencana, |
;i 'v- b. meningléatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan
ot [ '
. pengamgnan dan ketertiban; 37
E |
i |
" i 43




it
baga:maua dimﬂkaud m{
nqtanm /lcmbagn terkait be K

r

alm‘nn
kea
manan  dap ketertiban

lﬂdf“n a
Ordim:;m (@) dilakukan  oleh
dengan BpRp '

; P&ra
| Pemulihan sl

| .

F ?ngsi; Pemerintahan
asal

. pemuhhad; fungsi pemerinty )

pasal 65 ayat (1) huruf { dltu
dalam memulihkan fungs; pd

an, g i
ukanebamgamana dimaksud dalam
untuk membantu masyarakat

A merin
sebelum tf‘]rJadl bencana, tahan kembali seperti kondisi

) Kegiatan pemulihan fungsi per
mengalétlfkan kembalj g
pernem}tahan secepatnya;

neri i
rintahan dilakukan melalui uaya :

a .
e i

lam
b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-d
pemerir%tahan; -dokumen negara dan
.. konsolidasi para petugas pemerintahan;
4. pemulih’an fungsi-fungsi dan ,
. n peralatan penduk -

pemerintahan; 4 ,’ P ung tugas-tugas

pengaturan kembali tfl.lgas-tugas pemerintahan ~ pada

e.
mstanm/ lembaga terkait i

Pelaksanar:'xn kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
baga terkait dibawah koordinasi

erah dengan dukungan BNPB dan

o

dilakukan | oleh instansi/lemn
p1mp1nan pememtahan di da

BPBD.

Paragraf 10
Pemulihan Furjgsi Pelayanan Publik

sal 75
blic sebagaimana dimaksud
lihkan kembali

sebelum teljadl

E (1) pemulihan  fungsi pelayanan p dalam
pasal 65 ayat (1) huruf j di

fungsi pelayanan kepada mas
I

tujukan untuk memu
akat pada kondisi

bencana. . v
(2) Kegiatan pemuhhan fung51| pelayanan public seblaga1

dimaksud pada ayat (1) dllakulgan melalui upaya-upaya : oo
pemuhhé.n fungsi prasarand dan s

a. rehabilitasi dan
pelayanan publik;

a4



|
t

_mengaf(tifkan kembaj;
instal’lsi /lembaga te 8

aturan k "Kalt; dan e Anan

c. pend embalj fungs;

claksana kegiatan Sebagp?mmnan

alm&na

3)
a

Publil

;mpinan pemerintahan ¢j g ;
| aerah ah

gpPBD: | dengan duk koordinasi
. Ungan p
i Ba ' NPRB dan
| glan Kﬁtiga
| RekonstrUkS!
i PaSal 76

RekonSthikSi
kegiatan; I
|
o, pembangunan kembali prasarang g
b. pembar?gunan kembali sarang o :lm sarana;
" penetapan rancang b 1l masyarakat;
g angun yang : )
At . , epat
pera..la. * ?Jang lebih baik dan tahan beng dan  penggunaan
d. pams1pgs1 dan peran serta lem ana;
yemasyarakatan dunia usaha dan masy a:g: non
. . a )
pemngkatan fungsi pelayanan publik; at ; atau
peningkhtan kondisi sosial, ekonomi éan bud
aya.
Untuk mempercepat pembangunan kembali semua pras d
arana dan

organisasi

bane

2)

sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca benc
ana,

pemerintal?an daerah menetapkan prioritas  dari kegiatan
gla

rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

didasarkaﬁ
na dimaksud

(3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaima
1

pada ayat (2) harus memperhatikan :
a. rencana tata ruang;
b. pengaturan mengenai s

c. kondisi isosial, adat istia

tandar konstruksi bangunan;
dat, budaya lokal; dan

d. ekonomi.

c



) Fembangtlnan kembal; -
( dimakSUd dalam pasal 76 asaran, "
hy

dimakSUd pada ayat (1) Memy rana dap -
at: an
a. rencana struktur ruang wi] i 2 sebagaimana
ayah,

b. rencané pada ruang wilayah
.. penetapan kawasan; ’

4. arahan pemanfaatan ru
ang wilayah
; dan

e, arahan pengendalian pemanfaatan .
ang ‘Vilayah

embangunan kembali

P bali prasarana dap
sarana Seba P

gaimana

dimaksud'pada ayat (1) harus berd
4 erdasa;
dengan memperhtikan masukan men rkar.l PRANEATARE Toah
instansi/lembaga terkait, pemerint a:enaz jenis kegiatan dari
d
Kkebutuhan masyarakat daerah bencan aerah dan aspirasi
: ) a.
@) perencanaarl teknis sebagaimana dimaksud pad
; ; pada ayat
merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana tek).’ (3)
£ n
perisikan gambar dan rencana anggaran biaya sesuai §ng
Kegiatan yan ingin diwuj : —
g - 3!7 g Ingt .IWU.Judkan dan disusun secara optimal
melalul sqrvey, envestigasi dan desain dengan memperhatikan
kondis! lmgkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat standar

pangunan dan memperhatikan kondisi alam.
pembangunan Kkembali parasaran dan sarana
da ayat (4) disusun berdasarkan

embaga yang terkait dan

konstruksi'
an teknis
agaimana dimaksud pa
tetapkan oleh instansi/!

(9) perencanad
umum Seb

pedoman yang di
perkoordinasi dengan kepada BPBD.
paragraf 2

Sarana Sosial Masyarakat

Pembangunan Kembali

! pasal 78 .
ana sosial masyarakat sebagaimana
t (1) huruf b merupakan kegiatan
i fasilitas umum untuk

an kembali sar

() Pembanguz%l
76 aya

dimaksud =f:lalarn pasal
gunan baru 2



z
lbﬁnguinan kembali Sarang
e e 0 s 5
g m:emperhatikan Masugy, dasay an CSebagaimana
dent o /I?mbaga terkait dap ASpirag,
.;crencarlafm tfiknis Sebagaim&na n;flsyar A daerap, 1,
3 | ;;-upakap keglatan penyusyp, dok "Maksug ada fitang,
l]i!-isikan gambar rencang kegiatay Umen fencang teknbi,:ty 2)
: ' ang

' i 8 ingin .
n secara optimal meja)y; 8N divs
disusu ! ul sy , Wudkapn dan

' y () :
o memeperhatikan  kopg;; lin;{, Mvestigasi 4
u

4 if

N degajp

ngan, SOS'
) 1al, buday,

dené il
: stiada
onomb adat! tdan standar konstry

! . ) si
anaan teknis sebagaimang St bangunan.

1C
¢ cedikit harus memenuhi ketentyan tejnis m 73 0] paling

: i €ngenai -
standar teknik konstruksi Mo genaj ;

a
plan kawasan; dan

p. penet
arahan Epemanfaatan ruang,

it nCana%‘ln teknis sebagaimana dimakgyg
5 o

X pada ayat (3) me]lputi
rencana rincl pembangunan sarang p '

endidikan, kesehatan

" ;
it asuhan' sarana ibadah, panti jompo dan bala; desa;

p
dOkumqin pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

rencana kerja;

dokumen kerjasama dengan pihak lain;

dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan
Ketentugnperaturan perundang-undangan; dan

ketentuém pelaksanan yang dilakukan oleh pemerintah,
pernerinttah daerah dan pihak yang terkait. |

han kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana

ngu
6) Pembang sal 76 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh

dimaksud dalam pa

merintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan
bencana.
paragraf 3
Penerapan Rancang Bangun
| Pasal 79 P
e ghpanitnt B8 e . dan' i a dimaksud dalam
ey h ]b ik dan tahan pencana sebagaiman
lebih bai .
i i ditujukan untuk : | i 4o
pasal 76 ayt (1) huruf ¢ @ opdisi dan fungsi Pras i
i y ana;
okatkan stabilitas e | s
a. meningKatk ° mengamismw s
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b pgemibangah; B g a

pnyesuaikan dengan tatg Tuang
b~ mperhatikan kondisi dan keru;
. empe;hatikan kearifan Joka], din
e' mentes'}laikan terhadap tingya; erau
b daerah yang bersangkutan.

k sana?n kegiatan penera

)
( pﬂnggunaan

€ngan

an daergp,

a
nan benCana pada

Pan ranc

l : an tahap
imana dimaksud ada bencana
(chagdi™ i Wat (1) dilakukan g

ilelmbaga terkait berkoordinas
instaﬂs / i rdinasi dengan BPBD g

an kexl,venangannya.

suaj

deng
Paragraf 4

!
si dan Peran serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

isipd | :
part Dunia Usaha dan Masyarakat

| Pasal 80
dan peran serta lembaga dan organisasi
dunia usaha dan masyarakat ebagaimana

kema¥.=,yare1kamtan,
! .
asal 76 ayat (1) huruf d bertujuan untuk penataan

gimaksud P
daerah ravgan benc
0) penatadn ;daerah rawan. bencana
ayat (1) dil?kuka.n melalui upay'a : |
a melakul;can kampanye peduli bencana‘ ,
p. mendorong tumbuhnya rasa peduli dzn ?a o
lembaga{ organisasi kemasyarakétan dan dun : i
¢. mendorong partisipasi dalam bidang

persiapan menghadapi bencana. s
(3] Pelaksanaan partisipasi dan azc;razan -
kemasyarakatan;
dengan BPBD.

ana kearah yang lebih baik.
sebagaimana dimaksud pada

etia kawan pada

pendanaaﬂ dan

baga dan OrEEMSES

m o
ordinast

arakat berko



(2)

(3)

(1)

(3)

Potings Paragraf 5
gXatan Fungg; Pelayanan Publik
Pasal 8]

mendorong kehidupan mg

arah lebih|baik. Syarakat di wilayah pasca bencana ke

Penataan | :
dimaksud ii:apemngkatan fungsi pelayanan public sebagaimana
. ayat (1), dilakukan melalui u : e
a. penylalj!)an Program  jangka . paya ..
Pelayan|an publik;dan PAARIE Wi
b. pengemban ‘
Pelaksanar i
vkl dilZlf::ng:; ::I:l); ?E;Wb.lik sebagaimana dimaksud pada
i ansi /lembaga terkait.
. Paragraf 6
Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
_ | Pasal 82
Pemngkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf f ditujukan untuk
normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik
Peningkat?in kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
pembin:aan kemampuan keterampilan masyarakat yang

a.
terkena bencana;

b. pembezfdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk
bantuan dan/atau barang; dan

c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

Pelaksana peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya

sebagaimaina dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

instansi/lémbaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai

dengan kewenangan.
|



|
|
| BAB xjy

pHANAAN, PENG
PEN ( GUNAAN DA

Nggary
an
Peng

a n

unt
a perdaya guna, berhgs:
: asil gun
| Bagi i
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508"

asikan g al ,tanggungiawab
Ul APBD sec
ara

pemerintah dae

masyarakat atau organisasi k
dalam ne eri A s
geri yang sah dan bersifas tig yang bersumber dari
ak mengikat,
; Pasal 85
aran Se i '

Aﬂg(gi s agaimana dimaksud dalam pasal 84
sediakan un e
dis ' tuk tahap prabencana, saat kead s
pencana dan pasca bencana., Seaecian
Dalam anlggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari

- ' €r aari
APBD seb?gmmana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah

(3

(2

menyediakan :
a. dana kéontinjensi bencana;

b. dana siap pakai; dan
¢. dana bantuan sosial berpola hibah.

(3) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk belanja tanggap darurat
bencana sébagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan

| .

darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan
dan tempati hunian sementara dan perbaikan darurat sarana dan

prasaraa vital yang rusak akibat bencana.

|
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(2) Alokasi anggaran -
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r
Prabencana adalah untuk
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pengawasan simulasi
dll, pence asl penan
i a -
g han, mitigasi dan ganan bencana,

dengan peratu .
; Tan perundang-yn day kegiatan lain sesuai
an yang berlaku

|
(1) Alokasl ax?ggaran BiliE t::Sa] 87
siap pakai. ggap darurat bencana adalah dana
(2) Dana siap pakai sebagaimana di
oleh pemerintah daerah vya ma.kSUd pada ayat (1) disediakan
belanja tit!:lak terduga. yang dialokasikan dalam anggaran
3) Pengeluaran belanja ti
( bencana s{,ebagjia:i: (iik terduga untuk belanja tanggap darurat
pencarian: dan Oenyel::]nez:ud pada ayat (2) dugunakan untuk
darurat, évakuasi korban be:ca;i: riilzmtzi‘n:jna‘, perto.longan
sanitasi, ,' topangan, sandang, pelayan gt B e
penampungan serta tempat hunian s VS Lo 8
, ementara.
Pasal 88

_ i
kasi anggaran pada situasi pascabencana adalah dana ban
abilitasi dan

Alo
tuan

508

rekonstruksi. |
| Pasal 89

l
Dana yané diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari

ksu

jal dan bela}nja langsung pemerintah daerah untuk reh

(1)
d dalam pasal 84 ayat (3)

|
masyarakat sebagaimana dima
dicatat dalam APBD.
aksud

Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dim

2
pada ayat ’( 1) diatur dalam peraturan Bupati.
f Pasal 90
1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam
sumber dari masyarakat sebagaimana

penyediaan dana yang Der

dimaksud :'dalam pasal 84 &Y

gka mendorong
meri

at (3)-
paﬂisipasi masyar:
ntah daerah dapat:

akat sebagaimana

) Dalam ran

dimaksud pada ayat (1) P€



a. memfasilitasj Masyar
a

dana ?enanggulangan

b. mequsilitasi Mmasyary

dana Penanggulangay,

kat
yang aka
n mer { G
bencang; nberikan bantuan

\Ng akan melak
: Ukﬂn engum p
bencana; dan pengumpulan

Uian

1 ; masyarak W
dalam'penyediaan P al untuk berpartisipasi

Pasal 91

1) Setiap pengumpu)
(1) Pulan dang Penanggulangan bencana yang

dilakukan selain g
eh  pemer; -
mendapatkan izin darj i .ﬂntah daerah dan BPBD, wajib
: stansi/lembaga yang berwenang
(2) Setiap pengumpulan dan .
: ? : 4 penanggulangan bencana yang
dilakukan selain oleh ;
dibibten kobad peémerintah daerah dan BPBD, perlu
 Ton ; _
. . ga a Instansi/lembaga yang berwenang.
elaporan sebagaj .
e i *bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
ngka m ing i g 28
o imtonng_]umlah’ Jenis dan peruntukan bantuan.
! ~ Bagian Kedua
PTnggunaan Dana Penanggulangan Bencana
Pasal 92

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok
dan fungs{nya_.

(2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap
prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

Pasal 93

Perencanaarn, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan  dan

unaan dana penanggulangan bencana pada

gap darurat bencana dan pasca bencana
undangan.

pertanggungjaw ban pengg
tahap prabencana, saat tang

dilakukan sesuat.i dengan ketentuan peraturan perundang-

: Bagian Ketiga

| Pengelolaan Bantuan Bencana

| ‘Pasal 94

ah menyediakan dan mem

an dan penyintas.

: perikan bantuan
(1) pemerintah Daer e
bencana kqpada korb



dari - sebag‘ilmana dimaksuq pada ayat (1) terdiri
% Santunan gy, cit
b santu;"nan kecacata
C. bantys
d pembt:;apeme s kebuttlhan dasar
r Peraw

Pat pe 1Sipac:
TPartisipas; menyediakan dan memberikan
bencang |

' Pasa] 9¢

(4)  Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat, (3) huruf a, BPRp atau lembaga penyalur bantuan
melakukari pemeriksaan kelayakan bantuan,

; Fasal 99

(1) Setelah pemenuhan kebutyhan dasar bagi korban bencana bagi
korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya
diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam
rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban

untuk berkarya kembali.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk

penyandang cacat.
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i Paragraf |

Santunan Dukg Cita
Pasal 101
c
sant an duka cita sebagaimang dimakgyg
a diberikan ke e
uf’ pada seseorang yan pingd

(2 i
Jibet ¢ 1]angsung terjadinya bencana, © Meninggal sehagy;
SarltUﬂan} duka Wik SIeRER laped korban
m
bentuk : P e
iaye pemakaman dan /atau

a.
b. uang = muka
Saﬂtuﬂan duka cita sebagaimana dimaksud pada

ayat (2
iver an, setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan venﬁk:s)

i
oleh SgnSl/lembaga yang berwenang yang dikoordinasi oleh
an kewenangannya.

) sesual dend

pB
’ Pasal 102

apl duka cita sebagaimana dimaksud dalam pasal 101
ada ahli waris korban.
antunan duka cita sebagaimana

rima bantuan S
ang

ari pene
dalah ahli waris korban bencana y

pada ayat (1) 2
dan diketahui oleh P!
lah li waris Korban hencana dimaksu

h yg (delapan belas) tahun, T maka bantuan

atau 0rd tau keluarga asu
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diserahkan
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P
| Sa g g

antunan kecaca Pagy)

ll] (2) puruf b dibeﬁka A8ai
n ke imay
catan m .
cecacatal l::ntal dan ity ra Orbap, bend dalam Pasal 94
gantunan  Xecacatan ol *ana yan o
: | g m :
[2) dlbenkan Setelah dil ebag&iman ; R
: . akuk d‘makqu
oleh mStﬁSlllembaga yan pendata&n id " pada ayat (1)
b ! entiﬁka

ppBd sesuai dengan iy el”Wenang Sing g St dan verifikas
a, tkoordinagikan oleh

kl

‘ Pas
" Bantuan pemenuhan kebutuhal A
an dasar sebagaimana dimaksud

dalam pasal 94 ayat
(2) huruf ¢ diberia
dalam bentuk : n kepada korban bencana

a. penampungan sementara;
p. bantuan pangan,

g sandar'lg;

d. air ber‘sih dan sanitasi;

e. pelayaLLlan kesehatan; dan °
{; pelayaxi._llan psikososial.

2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar
minimal kebutuhn dasar dan diprioritaskan kepada kelompok
rentan. |

Paragraf 4

Pembia}'(aan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit
Pasal 105

awatan korban bencana di rum
f d sepenuhnya menjadi

Pembiayaan per ah sakit sebagaimana

dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huru

tanggungjawab bersama antara pemerintah,
provinsi dan ‘pemerintah daerah, sesuai dengan statu

meliputi :
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qwat jalan;

a bk
viﬂy cawat inap;
8 L e
) v;ﬁ"]ﬂ dokterr
. |
y U'aya obat;.
( Uiay cl,na'lkarna.n; dan/ atay
b pif’y " ambﬁ'lance.
{ Uiﬂy .
| o g
atuan
Konpensasi
dasal 106

rangka untuk .
dapat member orb

]] rah kan an ben .
[ daé e dalam pasal % bantuan ompe Carlm, Pemerintah
dimak ayat (2) hUru{ gise Nsasj sebagaimana

|
P embebgsan atau Potongay, bajek g tara lain berupa ;
Jengan kewenanganny,. an/atau retrribusi sesuaj

udahan pen
B Kem ‘ gurusan Sertifik

kewenal?gannya; Al tanah sesyp dengan
3 kemudapan Pendatagp e
kependdldukan ! Penerbitan  dokumen

dahan dal :
4. kemuda am proses Perizinan: dan

kemudahan pelayanan . ‘
e administras; 1aip sesuai dengan
kewenangannya. &

entuan lebih lanjut mengena: ,
g) Ket \ g€nai bantuan kompensasi sebagaimana

|
; ada i
d1rnakSUd P!\ ayat (1) diatur dalap peraturan Bupati.

\ Paragraf 6
:\Bantuan untuk Korban tidak Langsung
| Pasal 107

(1) pe,merint;;m1 dapat memberikan bantuan kepada korban tidak
langsung se\%)agaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf f
antara lain ‘?erupa :

a. bantuanjuntuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
b. santuna.él biaya hidup yang wajar.

(2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi
dan veriﬁkl.asi oleh intansi/lembaga yang berwenang Yyang
dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pada korban tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

peraturan Bupati.
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| Bagian Kegap,

GUNGJAWABAN

PengaWaSan
Pasal 109
mermtah Daerah melaksanakap
U enanggulan Pengawasan
talhaparl % gan bencang .

nga‘”asa” sebagaimana dimaksud paq
(2) mber ancamarn benCana pada ayat (1) meliputi :

kebuakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan b
, kegiatan | eksploitas yang berpotensi menimbulkan be:n .
pemanfaatan barang, jasa teknologi, serta kemampua: i::ayasa
dan keglatan rancang bangun;
ke giatan | konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;

‘ perencanéan penataan ruang;

g kegiatan reklamasi

h. pengelola
gelola|an obat-obatan, makanan dan minuman.
Pasal 110
pern elakukan pengawasan terhadap pen
pantuan dana‘ yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban

pencana.

keuangan ;

i, pen

erintal Daerah m yaluran

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

pasal 111
j aan
(1) BPBD menyusun laporan pertanggung]awaban penyelenggar

ncana.
g]awaban sebag

senanggulangan be ada ayat (1)

(2) Laporan pertanggun
terdiri dari ©

aimana dimaksud P
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| SANKS]
!atau o Pasal 113
Sedap g " y.ang melanggar ketentyan .

i sud dalar!n Pasal 112 dikenakan sanjs; sesuai d sebagaimana
y " ndang-unqangan. engan peraturan
i ‘! BAB XVl

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
| Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa
Pasal 114
Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan
penanggulangalz.’l bencana atau penanggulangan dampak bencana
giupayakan penyelesaiannya berdasarkan asas musyawarah mufakat

|

| Pasal 115

an sengketa sebagaima
peroleh kesepakatan,
luar pengadi

na dimaksud dalam
para pihak dapat
lan atau melalui

(1) Dalam hal I1penyelesai
pasal 114 }tidak mem
menempuh", upaya penyelesaian di

pengadilaﬁ.ﬂ

|
i



| ;
pyelesaian  gq
ﬂyﬁ dﬁpada ayat (1‘n§keta diluar
9 1 enyelesa N il M8
g ive] P velesatan gy . VAN lan gy
rf’d aﬂg_undangan, : Bkety - lelalm arbitrgmma“a
$ zfuﬂ ’. A o a

| P Ban
f , agq) Perat
keta t . 11 e

| S(’Tﬂg €rjadi antar 6

T daerah Penyelesaiy by

. en
A p menjungung . PR dj Cana gan
Rt:f‘ p te eadilay " gy, Perangkat
of

N & bemny
¥ ‘ Pasa) 117 stian
(a mengenai kewen
seggke angan o
ll] Il ah g .
n ketentuan perundang_und daer,
a

ah g
’ 1selesajkan .
deﬂg ﬂ{ Ngan sk
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eft o € Sebaglmana
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4 menyebab"fan kerugian terhaggp,

pencana antar ane
) Pemeript N resikq bencana dan

d.imakSud ayat |

1 '
aSyarakat ) tidak boleh
1 ,

Bagian Kedug

Cugatan

3 PaSal 118
meﬁntak} Daerah, BPBD

(! e

dan mas

yarakat dapat mengaj
gajukan

gatan terhadap orang atau bagqy usaha yang melakukan

: men :
egiatan yans yebabkan kerusakan manajemen resiko bencana

au prasarananya untu ~
dan/at P . k kepentingan keberlanjutan fungsi
qanajemen resiko bencana.

0 Gugatan sl;ebagaimana dimaks.ud pada ayat (1) terbatas pada
gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan
dengan keli‘erlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.

1 Pasal 119

54 anisasi /1erﬁbaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan

pcnanggulangai,n bencana berhak mengajukan gugatan dan harus

memenuhi persyaratan :

o berbentuk organisasi/ lembaga masyarakat non profit berstatus

padan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko

bencana.

lam
b mencantumkan tujuan pendirian lembaga Kemasyarakatan dala

‘ / itan dengan
anggaran dasarnya untuk kepentingan yang perkaita
keberlanjutan fungst manajemen

melakukan kegiatan sesuai d

resiko bencana dan telah



B X
gemud PTORTAM day Paga)
Yo kegia 120
enangguiangan bencqp, L |
turan daerah .
eré ! Ini dip
perlakunya berakhir

tetap be
rlak :
perundarlg-unﬁangan u sampai dengan masa

Kecual;
ali g
ftentukan Jain dalam peraturan

BAB xx
Pasal 12]

peraturan Daerah inj dengan
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